BUFPATI NATUNA
PROVINS] EEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATT NATUNA
NOMOR %0 TAHUN 2015

TENTANG
FETUNJURK PELAESANAAN PAJAE PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

Menimbang :a. bahwa Pajak Daerah merupakan szalah satg sumber
Pendapatan Daerah yang ponoting guna membiayai
pelakaanaan Pemerintahan daerah dalam
melaksanakan pelavanon kepada masyaraleat serta
mewujucdkan kemandirian daerah;

k. bahwa schagai pelaksanaan Pasal 24 Peraturan
Dacrah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, perlu diatur  Petunjuk
Pclaksanaan mcengenal Pajak Pencerangan Jalan;

c. bahwa berdasarkan perlimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam hvraf a dan huruf b di atas, perla
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelunjuk
Pelaksanaan Pajak Peneranpan Jalan,

Mengingat :1. Undang-Undang MNomor 19 Tahun 19297  tentang
Penagihsn Pajak Denpan Swrai Taksa  {Lembaran
Negara Hepubhk Indomesia Tehun 1997 Nomor 42,
Tambahan Leombwran Negare Republik Indonesia
Nomor 3686} schagaimana telah  diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tabun 2000 lentang
Perubahan Atas Undang-Undang Momnor 19 Tabiun
1997 tentang Penagihan VPajak Denpgan Surat Paksa
(Lembaran Negars Republik lndoncsia Tahuan 2000
Nomor [2%, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3087},

2, Undanpg-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenianyg
Penvelengearaan Negara Yang Bersih dan Hebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Polalawan, Kabupaten

Rokan Huhy, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Sk,

nv- Kabupaten EKarimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
. PARAFKOORCINASI | Kuamtan Senging dan Kota Batam (Lembaran Negara
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Republik  Indonesia Tabun 1989 Nomor 181,
ltambahan Lembaran  Negaoa  Republik  Indonesia
Nomor 3002), schagsimana telah diubah beberapa kali
dengan  Undang-Undang Nomor 34 Tabun 2008
tentang  Perubahan  Kebiga Atas  Undang-Undang
Momor 53 Tlabun 1999 tentanpg  Membentulooon
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Reokan Hulu,
Kabupeten Rokan Hilir, Kabupaten Sisk Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Sengingi dan Kota Batem {Lembaran Negara REcpublik
Indotesia  tahun 2008 Nomor 107, Tombahan
Lernlmran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Unddang-Tnidang  Momnor B4 Tanon 2002 tentang
Pengadilan Pajak  (Lembarans MNegara Bepubhik
Indonesia  Tahim 2002 MNomer 27,  Tambahan
Lembaran Neogara Repubhk Indonesia Nomor 41849);

Undang-Undomg Momaor 25 Tahun 2002 temiang
Pembentukan Provinsi Ecpulauan Riau  [Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Megara HRepublik Indonesia
Nownere 4237):

Undang-TTndsng Womor 33 Tabuao 2004 1enmang
Perimmbangen Keatangan Antarn Pemerintah Pusot dan
Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Repniblic
Indonesia Tahun 2004, Tambaban Lembaran Nepurs
Eepubiik Indonesia Nuomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahur 2009 lenlang Pagak
Dacrah dan Eetribusi Dacrah [Lembaran Wegara
Republik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 130,
Tambhahan Lombaran Meogara Ropublik Imdoncsia
Nomar 3049);

Undang Undang MNomor 12 Tabun 2011 tentang
Pernbeniitkan Perafiirai Persndang-Undangan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Reparblie fndonesia Nomor 5234

Undang-Undeang MNomor 23 Tahun 2014 tenteng
Pernenntahan Daerah Fambhahan Lembaran Hegara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Narmor 5387

10. Peraturan Pemcrintah Momor o8 Tahun 2000 tentang

i1,

|
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Pengelnlonn Kenangan Dacrah (Lembaran Nepsra
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 140,
Tamhahan TLembaran MNegara Republik Imdconcesia
Nerrmor 4578):

Peraluran Peinecintah Nomor 38 Talron 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintaban Antara Pemerintab,
Pemerintahean Daerah Provinsi dan  Pemerintahan
Daerah Kabupalen/Kota {Lembaran Negara Republile
Indoncsia Tahun 2007 Nomor 82, Tembohan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 47.37);
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13.

L4,

Peraturan Pregiden MNomor 1| Tahun 2007 tenteng
Pengesahan, Pengundangan dan  Penyebarhrasan
Peretiiran Perundong-undangsn;

Perstuiran Daerah Habupaten Naluna Nomor 23
Tahaa 2008 tentang Pokok-Polwok  Pengelolssn
Kevangan Daerah (Lembaran Daerah Kabuparen
Naiuns Tahun 2008 Nomor 2315

Peraturan Dasrsh Kahupaien Natuna Nomor 1 Tabur
2011 tentang Papk Daeval {Lembaran  Dacrahb
Kabupaten Natuna Tabto 2011 Nonwor 1).

MEMUTUSEAN :

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

I PARAR KODADINAS) |
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BAE I
KETENTUAN UNMUM

Paszal 1

Dalar Meraturan Bupals imi vang dimaksud dengan :

i
2.
3.

Dacrah adalah Kabupaten Natuna.
Bupat adalah Bupati Natuna.

Wilayah Dacrah adulah wilayah Daerah Kabupaten
Natuna.

Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Eabupaten
Namna.

Kepaln Dinas adalah Ecpula Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Natuna.

Pejabal adalab Pegowai yang diben tugas tertentu di
bidang Pajak Taerahn.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
vang terleniu oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan  LUndang-Urndang
dengan tidsk mendapatkan imbalan sccara langsung
dan  diperpunakan uniuk keperlian Dactah  baygn
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Radan adalah sckumpulan orang danfatau modal
vang merupakan kesutuan, baik yang melakukan
nsaha meupun yang tidak melakuken usaha yang
meliputi perseroan torbatas, peraeroan Komanditer,
perseroan lannya, badan usaba milik Negara (BUMN),
atan badan weaha milik daerah [BUMD) detigan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayvasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, ateu
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk  badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolekbl dan
bentuk usaha tctap.Perusabaan Listrik Negara vane
gelanjuinya disinpgkat PLN adalah PT. Perusahaan
Ligirik Negara (Persero).
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10.

11.

13.

14,

15,

L6,

L&.

19,

Kontraktor Kontrak Kerja Bama vang selanjutnyva
disinglkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk
usaha tetap yang ditetapkan wnluk melakukan
ekaplorasi dan ekeploitagi pada suan wilayah ketja
berdasartkan kontrak ke sama.

Pajak Peneranpan Jalan yang selamjulmnva  disebul
pajak adalah pungutan Dacrah Hiss pengeunadsn
tonaga listrik.

Surat Pemberitabuan Pajak Dacrah yang selanjubmya
dizsingkat BPTPD adalah surat vang dipunakan olch
Wajibk Pajek umuk melaporkan perhitungsn dan
pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan
Perundang-Undangan Perpajekan Daerah.

Surat  Setoran  Pajak Daerah, wvang selanjutnya
disingkat S8PD adalah surai vang digunakan oleh
Wajbk Pagak uniuk melakukan pembayaran  atan
penyetoran Pajak yang lerhulang ke Kas Daerah atau
lee termpat lain yang diletapkan aleh Bupa,

Burat Ketetapan Pajak Daerah yvang  selanjulnys
disingkat SKEPD adalah  Sural Kepulusan  yang
menentukan besamya jumlah Pajak yang terhutang,

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar vang
selanjutnya  disingkat SKPOKE  adalash  Surat
Keputusan yvang menentukan besamya jumlah Pajak
vang terhurang, jumlah  kredit  pajak, jumlah
kekurangan pembayaran  pokok Paojak, besarnya
sunksi adiminisirasi dan jumlah yvang masih haras
dibayar.

Surat Ketctapen Pajak Daerah Eurang DBayar
Tambahan, wang selanjuinya  digingkat SKPDEKBT
adalah Surat Keputusan vang menentulan tambahan
atas jumlah Pajak yang ditelapkan.

Surat Ketetapon Pajak Daoerah Lebih Bayar, vang
selanjutnya  disingkat SHKPDLE adalah  Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayvarn Pajak karena jumlab kredit Majak lehih
begar dari Pajak wang terhutang atau tidak
seharusnya lerhutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SEPDN  adalah Surat Kepotusan  yang
menentukan  jumlah  pejall yang lerhulang  sama
besarnya  dengan  kredit pajak atau  pajak tidak
terbutang dan tdak ada kredil Pajak.

Surat Tagihan Pajsk Daerah  yang  selanjutniya
dizingkat B8TPD adalabh surat untuk  melakukan

tagihen Pajek otau sanksi admimsirasi berupa bungs
dan atau denda.

Pemeriksaan adalah scrangksian kemiatan  untuk
mencarl, menpumpulkan dan mengelola data ataun
keterangan  lainnve  dalam rangka  pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajalk berdasarkan
peraturan perundang-undangan Pajak.



BAB II
NAMA, OBJER DAN SURJEK PAJAK

Paszal 2

{11 Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak
Bias stlEp penpgunaan enags Detrik,

(2] Ohjek Pajak adalah setiap penpsunasn tenaga hstnk.
{2} Tenaga Hsirik sehagaimana dimaksod pada ayat (1}

pasal ini adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN
maupun bulan PLN.

Pasal 3
Dikecualikan dari objck pajak adelah :

a. Penggunaan tenaga lstrik oleh instansi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah,

b. Penpeanaan tenags hsink yang berusal dan bokan PLA
dengan kapasitas tertentu yang tdek memeriukan szin
* dari instansi telnis terloait.

o, Pengwunaan tenage listrik lainnya yang distur dengat
Kepunizan Biipati.
Pasal 4
{1} Subjek Pajak mlalabh orang pribadi atan badan yang
menggunakan tetuagy haink.

() Wajib Pajak adalah orang atau pribadi atau badan
vang menjadi pelanggan haltk dan atan pengguinaar
tenaga listrik.

{3} Wajib Pajak yanp merupaksan pelanggsn adalab orang
alot badaen yong secara rufin mengunakan lensgs
listrik vang disediakan olch PLN ataupun bukan PLN,

{#) Wugib Pyjak yang merupalen penggana adalah orang
ataw badsn yang mengguanakan umt pembangkt
tenags lisirik baik yvang dimilikl sendin atag sews
witub snendukung kegiotan aton operast wapil pajak
[self oumer wseT).

BAE III
DASAR FENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pazal %
(1} Dasar pengenpan Pajak adalah milsa jual tenaga
listrik.
(2} Nilal jual tcnapga lLisink sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini ditetaphkan :

a. delam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan
bukan PLN denpan pembayaran, nilai jual tenaga
listrilc adalah besarnya tagihan biaya penggunaan
listrik | rekening Hatrile

5 b, dalam hal tenaga listrik berasal dari hukan PLN
Tanmar KOOROIMAS! | dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga
e LB i listrik dihitung berdasarkan kuapasilas lersedia
Yoo st i. dan pongganaan energl listnk  atan  aksiran



¢. Harga satuan bhetrik sebagmimana pada ayat (2)
tercantiim pada lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peratuiran Bupati ini;

d. Harga satuan listrik schagsimana dimaksod ayat
2] pasal iy oekAan dilingpu osecamm penodik
disesuaikan dengan kondisi yvang ada  dan
kelijalkan Permerintah Kabupaten Natune.

Pasal &
(1} Tarid Pyjak Penerangan Jalan ditetapkan sehesar 10%
(scpuluh porscn).

(2] Penpounasn tenaga listmk dari sumber lain oleh
industri, pertumbangzan minyak bumi dan gas alam,
tarif Pajak Poncrangsan Jalan ditelapkan sebesar 3%
[tiga persen).

(2) Pengpnnaan tenaga lstrik vang dibasilkan sendi,
tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar
1.5% [satin koma lima persen).

BAR IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7
(1} pajak vang rerhutang dipungut diwilayah Daerah.

(2] Besarnya pajak terhutang dengan cara menpgalikan
tarif sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
ini, denpan dasar pengenaan sebagaimana dimalsud
dalam Pasal & ayat {1) Peraturan ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT TERUTANGHYA PAJAK DAN
o EADALUARSA PAJAK

Pasal 8
Masa Pajak adalah jangka waktu vang lamanya 1 {satu]}
bulan takwin.

Pasal 9

Pajuk vany lerutang dalam masa pajak tedadi pada saat
pemakaian listrik,

Pasal 10

(1) Hak untuk mclabukan penspgihan Pajak  mengadi
Kadalarsa sewelah melampani 3 [(hma) tahun
terhitung sejak saat terhutanenya Pajak, kecuali
apabila Wajib pajak melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah.

o HAS] t (2) Kedaluwsrsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud

_ﬂiﬁﬁ.ﬁ‘f?ﬁﬂﬁq pada ayat (1) terismgguh apabila:
DR DT S
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a, Ditcrbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Pakss;
staLl

b. Ada Pengabuan utang pajak dari Wajth Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.

[3} Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] humoaf a,

lkedalvwarss penagibhan  dihitung  sejak  tangpal
penvampaian Sural Paksa tersehut.

(4} Pengakuan utang secara fidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] hurat b dapat diketabhui dari
pengajusan  permnohonan angsuran atan pemandaan
pembayaran dan permohonan Kebergtan oleh Wajib

Pafal.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Sistem Femungutan Fajak
Pasal 11
{11 Atas penggunagan tenaga listrik, Dinas Pendapatan

Naerah  menetapkan  sistem  pemungutan  pajak
sehagar berikul ;

a. Untuk Wanb Puojak veng mengpunelken lenaga
listrik dengan pembayaran, pgjak dibayar sendin
di mana pengenaan pajak yang membenksn
kepercayaan kepada Wajlb  Pajak  untuk
menghiting, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan
mengglinakan SPTPD;

b. Untnk Wajib Pajak yang menggunakan tenaga
listrik tlanpa pembayaran  termasuk  dipabai
sendird, pajak dibavar oleh Wajib Pojak setelah
terlebih dahulu diterapkan oleh Kepala Daerah
melalui SKPD atan dolumen  lain yang
dipcrsamakan.

(2 Dinas Pendapatan Daerab akan melakukan evaluasi
secara pertodik, atas peonctapan sistem pemunguatan
pajak vang telah ditetapkan sebelumnya kepada wajib
pajak.

Bagian Kedoa
Tata Cara Pemungutan

Pazal 12
(1} Pemungulan Pajak tidak diborongkan,

(2) Setiup Waujib Pajak wajib membayar pajak yang

terutang berdasarkan sural keictapan pajak atau

e dibayar =endiri eolch Wajibh Pgjak berdasarkan
CBARAFMOORDINAG | Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
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(3] Wajib Pajak wang memenuhi kewajiban perpajslean
berdasarkan  penetapan  Bupati  dibayar  dengan
mengpunakan Surat Eetetapan Pajak Daecrah (SKPD)
atau dokurmnen lain yvang dipersamalkan,

(4] Wanb Pagak yoang memenuln kewanpban perpajaksn
scndin dibayar dengan menpgunakan SPTPD, SKPDKER,
dan/atau SKFDKBT.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penggunean Listrik Dengan Pernbayaran

Paszal 13

(1] Milsd jual lisirik yang menjadi dasar pengenaan pajak
adalah jumlah atau besarnys laghan permakaien hseik
seperll yang lervanlum dalam rekening Tk,

(2} Perhitungan popak atas pengeunaan fenaga lisinok
scbagaimana yang dimaksud pada avat (1) yaituw :

Pajak Terutang = tagihan penggunaan listnk x tanf

Bagian Hedna
Penggunaan Tenaga Listrik Tanpa Pembayaran

Paszal 14

(1] Kapasilas pemakaian halnk  yang  menjadn dasar
Pengenasn pajak dackapkan dengen memperhatiloon -

. Kapasilas peneeunsdan vt pembangkic (kilowsal)
b, Jam nyala operas: (haour)

(2] Pocmerintah Habupaten Matuna merumuskan
penghitungan pajak torutang sebagmmana fercanium
pada Lampiran Peraturan Bupat i

Pajak Terutang sama denpgan Kapasilas Peomaksian
Listrik dikalikan nilai jual listrik dikaliksm tanf

Dimana

Kapagitas Pemakaian Listrik  sama dengan

DT xJN

DT = |kapasilas pengpunaan  unit  pembanglst
(lalowall)

JN =.Jam nyaly [ operasi LTt pf:mhﬂllgkit

Milza jual hetnk= Taril Dasar Ligtrik

Tarif = 1.0% atau 3%

(3 Rumusan perhibingan pajak lerulang sebageamana
vang dimaksud pada aval [2) Pasal ini akan ditinjau
aecara periodik disesuaikan denegan kondiss yang ads
dan kebyaken Petmerintah,.
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BAB VIII
TATA CARA PENYETORAN FAJAK
Bagian Hesatu

Untuk Wajib Pajak yang menganut gistem Self
Asseament

Pazal 15

(1) Berdasarkan rekapitulasi kegiatan produksi, vaneg
disnsun dari relapitulasi produksi haran, ditetapkan
jurmlah Pajak vang telah dipungut untuk masa atau
bulan vang hersangkutan.

(2) Jumlabh pajak yvang telah dipuengut selama 1 [satn)
bulan diselorkan ke Kas Deerah atan Bank yang
ditunjuk, paling lambat tanggal 10 (sepuiuh] bulan
bernlutnya  dengan memperguneaksan Sural  Seloran
Pajak Daerah (S5FD)

3} SSPD vang sudah ditandatangani dan diecap terteniu
olch Kas Dareah atau bank vang ditunguk, dilampiclcan
pada Surat Pemberitabuan Pajak Darcah (SPTPD) vang
akan disampaikan kc Dinas Pendapatan Dareah
Sebagai laporan.

4 Heterlambatain  penyetoran  pajak, akan dikenaksn
tambehan sebesar 2% perbulan dari pokok pajak, dan
maksimel keterlambetan selama 24 {dua puluh empat}
tdun,  Penpgensan dends keferlambatan akan
mempergunakan Sural Tagihan Pajak Daerah (STPD).

{3) Bentuk SSPD dan STPD akan dileizpkan kermmadian
olch Dinas Pondapatan Dacrah.

Bagian Kedua
Untuk Wajib Pajak yang mengaout Sistem SKP

Pasal 16

(1} Berdazarkan SKPD 3ementara yang ditctapkan olch
Dinas Pendapatan Dasrah ditetapkan jumlah pajak
vang harus disetorkan dan tangpal batas waktu
penveinran,

(2} Jurnlah pajak lerutang dapet dibovar sekalipus atan
secHrd  angsuran  diseszailkan  dengan  pembeyaran
pekerjaan  alau  laporan  kKemajuan  proyek  yang
bersangkutan.

(3] Wajib pajak menyctorkan pajak, angsuran atan cicilan
pajak seperti yang ditctapkan pada ayet (1) dengan
mempergunalkan Surat Setoran Pajak Dacrah (SSPT.

{4] Keterlambatan penyetoran pajak, sakun dikenskan
denda tambahan sebesar 2% per bulan pokok pajak
dan muksimal keterlambatan selama 42 (dua puluh
cmmpat) bulan., Pengetaan dends keterlambatan akan
mempereanakan Sural Tagihan Pajak Daerah (ST,



(3] S8PD yang sudah ditanda tanpgani dan dicap terteniu
aleh las daerah otau bank yang ditunjuk, disampailean
ke Dinas Pendapatan Dasrah sehagai laporan.

(6} Bentuk SKPD, S5PD dan STPD alkan ditetapkan oleh
Dinas Pendapalan Duacrah,

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN
Bagian Kesatno
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sitem Self
Assesmant

Pasal 17

[1] Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang
disusun dari rekapitulasi bill atan buidi pembayaran
harian, Wajib Pajrk menyiapken Surat Pemberitahuan
Pajuk Theran (SPTPT) masa hulan.

(2] SFTPD dun dilampirkan dengan SSPD yang sudah
dicap oleh kantor Kas Daergh aiau Bank yang
ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 {lima
belas) bulan berikbutnya.

{3] Keterlambatan penyvampaian SFTPD, akan dikenakan
denda administrasi schesar Ep.20.000,- {lima puluh
ribus rupiah) per SPTPD.

(4] Pengenaarn denda keterlambatan akan mempergunaikan
Surat Tagihan Pajak Daerah (3TPD).

{3] Beniuk SSPFD dan STPD akan diterapkan kemudian
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nafuna.

Baglan Kedua
Untuk Wajib Pajak Yang Mengannt Sistem SKP
Pasal 18

Wajib Pajak SKP tidak diwanibkan menyampakan SPTPD,
metapi cukup dengan menvapeikan SSPT) yeng sudsh
ditanda tanpani dan dicap oleh Kas Daerah  arau
Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bani ve ditungule

BAE X
PENETAPAN PAJAK

Bagian Kegatu

Untuk Wajib Pajak vang menganut Sistem Self
Aaxesment

Pagal 19

(1} Dinas Pendapatan Dacrah menetapkan besarnya pajal
terutang dalam suslu masa pggak sesual dengan

o m ketenfuan Perundang- undangat  yang  denpgan
PR =E W = LLH Tkt ‘;i mengeluarkan Burat Ketctapan Pajak Daerah (SEPT3),
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(2] SKPLD yvang diterbitkan biasa meliputi:

a. Burat Ketetapan Cajak Daerah Kuorang Bayar
(SKFDKB):

k. Burat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLRE):

¢, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDHN};

d. Mekaristoe progelolasr kelelapan pajak, seperd
tindalt lamput penelapan pagak, penagihan hasil
penetapan, poenEajuan  keberatan  dan banding,
penpurangan, penundaan dan penghapusan pajak
ditctapkan schagaimana vany dimaksudkan dalam
ketentuan yang ada pada Peraturan  Daczsh
Kabupaten Natuna Neomeor 1 tabun 2011 Tentang
Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Uniuk Wajib Pajak yang menganut Sizstem SKP

Pasal 20
(1} Berdasarkan SKPD Sementara, S5PD dan pengupian
atau wenfikasi, Dinas Pendupaltsn Daersh dapal
menerbobkan SKPD Rampung untuk merampunglan
perhitungan pajak terutang dalam suatu masa pajak.

(2} SKPD Rampung bisa menetapksn jumlah pajak vang
lrang atan lebih dibayar yang periode penctapannya

melipufi 1 [satu] masa SKPD vang berkenaan atan
lebih.

(3 Apalila 3KPD Rampung, khususnya uniuk kurang
hayar seperti vang dimaksud pada ayat (2) tidak atan
kureng dibayar setelah lewar waltu paling lama 30
{iiga puluh) harl selzlah SKPD Rampung diterima,
dikenakan sankst administrast berupa bungs sebesar
2% fdun persen) sebulden dan laghan dengsan
penerbitan 3TPD.

(4} Bentuk SEPD Rampung aksan ditetapkan kemudian
oleh Dinas Pendapatan Dacrah.

EBAB XI
PEMEBUKUAN DAN PEMERIESAAN
Pazal 21

{1} Wajib Pajok diwajibkan menyelengearakan pembulkuan
yvang cukup, sesidal dengan keidah akuntansi atau
pembukusn yang lazim dalam mencatat penerimaan
dan pengelusaran usahia.

() Pembukuan dimaksudkan unml mempermudah wajib
pajak dalam mengelols usahanys dan  sekaliguas
membantu  petugas Dipas Pendapaian dalam
melkskulan pembmasn dan  penpgpwasan  lerhadap
usaha Wajib Pajak pguna mengelahui  jumlahb
peredaran fomzet yang menjadi dasar pengenaan pagak
untuk setiap masa pajak.



(3} Apabila  wajib  pajak tidak  dapal  menumjukkan
pembikuan pada saiyl pemenksasn, maka jumiah
pejualan  terhitung  pajak akan dihitieng  secara
Jahatan,

(4) Pcmbukaian, catatan dan  bukti pembuloian seperti
rekening iztrik yang berbubungan densan usaha Wajlb
Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tabun,

{5} Tata cara Pembukuen dan Pelaporan skan ditetapkan
lemudian aleh Dinas Pendapatan Daesrah.

Paeal 232

(1) Dinas Pendapatan Daerah  berwenang melakukan
pemeriksasn untulk mengup kepaluhan Wagih Pajak
dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

(2} Mckanisme dan prosedur pemeriksasn pajak menpacua

kepada ketetapan yang scbagmimana yvang dimaksud
dalam kectentuan yvang ada pada Peraturan Dacrah
Kabupaten Natuna Momor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Dacrah.

-

BAR XNl
PENYIDIKAN

Pasal 23
(1} Pgjabat Pegawai Negeri Sipil di lingkvngan Pemerintah

Dacrah diberi wewenang kbusus sebagrimana penyidik
untuk  melakukan  penyidikan tindak  pidana

perpajnkan  daerah  sebagoimana dimaksud daiam
Undang-Undang Nomor ¥ Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana,

(2} Prosedur Penyidikan, wewenang penyidik dan tindak
lanjut  penyidikan  mengacu  kepada  ketentuan
sebapaimana yang dimakaud dalam keleniuan yvang
ada pada Peraluran Daerah Kabupaten Namuna Nomor
I Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

BAB XIII
PENGAWAEAN DAN PFENERBITAN

Bagian Kegatu
Pengawasan
Pazal 24
Pengawasan administratif dilakukan terhadap:
a, Statue penyvelenggatagn usgha  petngg@anaan  tenagd
listrik;
b. Penctapan, pembayaran dan penaginean Pajak yang
tcrutang scsual denpan ketentuan yane berlaku;
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Pasal 25

[l} Becbap petupas Dhinas Pendapatan Dacrah  wapnb
meclakukan pengawasan di lapangan:

a Pengoperaszian usaha pengginaan tenagas listrik;
b. Izin Uzaha Penpgunaan Tenaga Listrik,
c. Pemungutan dan pembayaran pajak.

{2] Pengawasan penyelenggaraan usaha sebapaimana
dimaksud pada avat [1) ini dilekuken untuk menilai
sehagai heriloar:

a. Penlikan daty asa berlakuy izing
b. Aspek vperasional dar [esilitas unit  pembanglkit
tenaga listrk;
c. Aspeck pombulouan, bill dan tanf pengeonaan tenaga
lisbrik;
d. Azpck Jkecpatuhan pomunguatan, pombavaran dan
! pelaporan pajak.

(%] Apabila dalam melakokan pengawosan sebogaamana
dimaksud avat (1) dan ayat (2) pasal ini ditcmukan
pelangparan, petigas wajib melalkulean  pengusutan
atas pelanggaran lersebut,

{4) Apsbila dalarm melaliukan pengusutan sebagaimane
dimaksud pada ayat (2] pasal ini ditemukan data baru

fpoviary), maka data fersebut dipakai sehapgai dasar
untuk melalkuksn taphan susulan.

Bagian Kedua
Penertibac

Pazzal 25

Penertihan naghs wunit pembanpglit tenaga listrik
dilakukan oleh Dinaz Pendapatan Dacrah vyang
dilalkukan delam suatn keoordinasi dengan instansi
terkail. terhadap:

a. Penvalahgninaan izin vang vang diberikan;

b. Kegatan yvang menyirmnpatg atay tidak seauad dengan
[zin yang tersedid;

c. Pengoperasian unil. pembangkit lisirik yang tidak
scsual dengan perizinan,

d. Penyelenggaraan ditak melakukan pernunguiian dan
penyetoran pajak dacrah,

e. Penyelengzara melakuksan pemnunguian pajak leism
tdak menvetorkan ke Kag Dacrah baik scluruh atzu
selagian.

(2} Peluksanaan  penertiban terhadap usaha umt

L pembangki tenaga listrik sebagaimana dimaksuod pada

bl St b ayat (1) pagal im dilalukan secara koordinasi antara

PRt SR s Dinas Pendapatan Daerah dengan instanai terkaic
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Pasal 27

[1) Penertiban usaba unit pembanpkit  tenagsa  listrik
schagaimana dimaksud dalam pasal 25 avat (1)
dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan/atau
pemiongkaran.

(2) Secbelum dilaksanakan penycgelan terhadap usaha
pembangkit tenaga listrik, wajnb pajak terlebih dabuln
diberikan suratl peringatan dalam janpka waktu 3 = 24
jam terhitung diterimanya surat peringatan.

(3] Sural peringslan sebagaimana dimaolksod pada avat (1]
pasal ini disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah
sctelah  dikoordinasikan  dengan instansi  terkait
lzinnva.

[4) Penyepelan terhadap usaha pembanglal lenaga hsteik
dilakulean apabila:

a1 Wajib ]:l-a‘]'ak tidak melaksanakan kewajiban untuk
mcngurus izin atau  mcempeorpanjang  imn usaha
penggunaan fenaga listrik yang telah berakhir
maosa berlakunya  dalem  jangka woalktbn yang
diteta plean dalam surat perintah.

b, Wajih pajak  secara tegas tidek melakukan
pernungtitan pajak dan tidek  menvetorkannya
ke Kas Daerah.

. Wajib pajak tidak melaksanakan kewsgjiban untuk
menyeslallean periababhan fagilitas yvang dioperasilan
dengan izin yang diberikan dalam  jangka waktu
yang ditctapkan dalam surat peringatan.

(3] Pemyegelan disiapkan oleh Dimaz Pendapatan Daecrah
atas nama Bupati Nathma persehgjuan pithak instanasi
terkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara
Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertambangan dan
Energi dengan inatangl terkaie.

Pasal 28

Usaha unil pembangkit tenaga latrik veng telsh disegel,
penyvelengears masih chbemkan untuk -

. MCOEurus ifin aau meomperpanang wmn vang folah

beralkhir masa berlakonys;

b. menyvesunikon fasilitas  perubaban unil o vang
diopcrasikan apar scsuzl dengan yane lelab
diberilan.

Pagal 29

[1] Apabila penyelenggara 1saha unit pembangkit tenags
listrlg Lelap tidalt melaksanakan — ketentoan
sehapaimana dimaksud maka vsaha unit pecmbangkit
tenapa listrik disita oleh Dinas Pendopetan Doerah atas
nama Bupad Natuna Jderngan persetujuan  nstans
terkait,



2] Hiaya penyitaan usaha unit pembangkit lenaga listrik
ditetapkan oleh Bupati.

(3) Penyitaan useha unit pembangkil renaga listrike haroes
berdasarkan Surat  Perintah  Pembongkaran  yang
disiapkarn oleh Dines Pendapatan Daerah atas nama
Bupati Natuna dengan persetujuan Instansi terkait,
serta dilaksanekan dengan koordinasi antara Dinas
Pendapatan Daersh denoan Instansi terloait.

BAE X1V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanmjang
mengenai teknis pelaksanasn akan diatur lebibh lanjut
dalam Keputisan Bupati.

BAE XV
EETENTUAN PERUTUP
Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulsi berlaku pada tangeal di

undanghan.

Agar =etiap orang mengelahuwinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bup:tl i dengan
penempatannya dalam Benta Dacrah Kabupaten Natuna.

Dhlelapkan di Eanai
pada langgal 20 a1 205

BUPATI NATUNA,

Bhundangkan di Ranai
pada tanggal Zo fan 2o18
SEERETARIS DAERAH I SABLI
EABUPATEN NATUNA,
0 -
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Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Momaor tEa ~THRM U 20
Taryggat 2R MR 2o1g

HARGA BATUAN LISTRIK
UNTUK EEPERLUAN RUMAH TANGGA

HARGA SATUAN 5
NO, BATAS DAYA o (Rp. ; KHW)

1. [450 VA BlokI :0safd 30 kWh 1 169
RBlok T - 30 /4 60 kWh T 360
| Blok I :diataa 60 kWh 1495
2. [ 900 va Blok T :0s/d 20 kWwh . 375
fBlok N :20=/d&lkWh 445
-Blok Il :diatas 60 k'Wh 495

3. |ieoova 790 2
L4 (2200 VA _T95
5 12500 VA s/d
5.500 VA - it
6. | 6.600 VA ke Blok 1 : 8OO
| Blas | Blek Il 1. 100

HARGA BATUAN LISTRIK
UNTUE KEPERLUAN NON INDUETRI

e ! ERAN
NO. BATAS DAYA B
© T i (Rp. / KHW) |
} 1. 450 VA _ & 315
| 2. GO0 VA 605 |
| 8. 1.300 VA OO ]
| 4. 2.200 VA 795
[ =. 3.500 VA& s/d 5.500 VA 3 gof
| & 6,600 VA ke atas 1.100
) HARGA SATUAN LISTRIE
URTUK KEPERLUAN INDUSTRI
' | HARGA SATUAN |
i BATAS DAYA { !
i | | (Rp./EHW)
1. _sfd 14 kVA | By |
2, 14 kVA s/d 200 KVA _ ' 800
3. 200 kA s/d 30.000 kVA =
M [h atas 30000 KVA i als
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